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ABSTRAK 

Abstrak: Pengelolaan data melalui Profil Desa masih menjadi tantangan bagi banyak 

pemerintah desa, termasuk Desa Weeulun, akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan 

minimnya keterampilan teknis. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas 

pemerintah desa dalam optimalisasi Profil Desa sebagai instrumen strategis perencanaan 

pembangunan, serta meningkatkan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah (soft 
skill) dan pengisian, analisis, dan pemanfaatan data (hard skill). Metode meliputi 

sosialisasi, ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik pengisian data dengan 20 

peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test berisi 10 pertanyaan serta 

survei kepuasan berbasis Likert. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dasar 

26%, keterampilan teknis 16%, kemampuan analisis 16%, dan pemanfaatan data 12%. 

Mayoritas peserta (66,6%) sangat puas. Kegiatan ini berhasil memperkuat kapasitas 

aparatur melalui peningkatan soft skill dan hard skill serta tata kelola desa berbasis data. 

 

Kata kunci: Profil Desa; Pemerintah Desa; Kapasitas Aparatur; Tata Kelola Desa; 

Masyarakat Desa Weulun. 
 
Abstract: Village data management through the Village Profile remains a challenge for 
many local governments, including Weeulun Village, due to limited staff capacity and 
inadequate technical skills. This community service aims to strengthen village 
government capacity in optimizing the Village Profile as a strategic tool for development 
planning while enhancing soft skills (communication, collaboration, problem-solving) and 
hard skills (data entry, analysis, and utilization). The methods included socialization, 
interactive lectures, group discussions, and data entry practice involving 20 participants. 
Evaluation was conducted through pre- and post-tests consisting of 10 questions each, and 
a Likert-scale satisfaction survey. Results showed improvements in basic understanding 
(26%), technical skills (16%), analytical ability (16%), and data utilization (12%). Most 
participants (66.6%) were highly satisfied. This activity successfully strengthened both 
soft and hard skills of village officials and promoted data-based, transparent, and 
participatory village governance. 
 
Keywords: Village Profile, Village Government; Apparatus Capacity; Village Governance; 
Rural Community Weulun. 
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A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan desa merupakan isu strategis dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan global. Agenda Sustainable Development Goals 

(SDGs) menempatkan desa sebagai entitas vital yang berkontribusi pada 

pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif. Desa adalah ruang di mana 

berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, kelaparan, serta 

keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, terlihat nyata (Sari, 2024). 

Dalam aras ini, strategi pemberdayaan masyarakat desa dan tata kelola 

pemerintahan yang baik menjadi sangat penting. Salah satu instrumen yang 

diandalkan adalah penguatan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), yang terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

serta memperkuat kemandirian desa (Baunsele et al., 2023; Yarni et al., 

2024; Yatminiwati et al., 2023). 

Namun demikian, desa di negara berkembang masih menghadapi 

tantangan signifikan dalam tata kelola pembangunan, terutama terkait 

dengan pengelolaan data. Rendahnya literasi digital aparatur desa, 

lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan 

pemerintah pusat menjadi faktor utama penghambat (Hartati et al., 2024; 

Rizal et al., 2022). Banyak desa belum memiliki sistem administrasi yang 

rapi sehingga kesulitan mengumpulkan data akurat dan tepat waktu 

(Mulyana, 2025). Situasi ini diperburuk dengan terbatasnya pelatihan 

mengenai tata kelola data yang berdampak pada rendahnya transparansi 

dan akuntabilitas di tingkat desa (Ra’is & Rini, 2024; Tampubolon, 2025). 

Kapasitas pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mendorong 

penerapan prinsip good governance. Desa dengan aparatur yang memiliki 

kapasitas tinggi mampu mengelola dana desa secara transparan, 

meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan kebijakan 

yang responsif terhadap kebutuhan warga (Faiz et al., 2021; Muhiran, 2025). 

Dalam konteks ini, pelatihan dan pemberdayaan aparatur desa merupakan 

langkah strategis untuk memperkuat kemandirian desa. Selain 

memperbaiki tata kelola lokal, peningkatan kapasitas juga berkontribusi 

pada pencapaian SDGs melalui pembangunan desa yang inklusif, 

partisipatif, dan berkelanjutan (Anita, 2025; Putri et al., 2024). 

Desa Weulun, Kec. Wewiku, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur sebagai 

mitra pengabdian menghadapi persoalan nyata terkait keterbatasan 

pengelolaan data desa. Pertama, kapasitas aparatur desa masih rendah 

dalam memperbarui dan memanfaatkan Profil Desa secara efektif. Kedua, 

Profil Desa yang ada belum digunakan optimal sebagai instrumen 

perencanaan pembangunan sehingga perencanaan desa cenderung 

administratif. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan 

validasi data masih minim sehingga informasi yang tersaji tidak sepenuhnya 

mencerminkan kondisi riil (Arianto & Bakthiar, 2023; Haris et al., 2023; 

Yatminiwati et al., 2023). Untuk itu, solusi yang ditawarkan adalah 

pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam pengelolaan Profil Desa, 
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yang tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga memperkuat 

kelembagaan desa dalam jangka panjang. 

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kapasitas aparatur desa 

berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan desa. Ningrum & 

Kolopaking (2018) menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa 

berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. 

Kapasitas kelembagaan yang baik juga menentukan sejauh mana desa dapat 

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berkelanjutan 

(Rahman, 2023). Selain itu, penelitian lain menyoroti peran Profil Desa 

sebagai instrumen pemetaan potensi sosial-ekonomi yang mendukung 

penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat (Nofiarsyah, 2019; I. F. Sari 

et al., 2022). Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan 

kapasitas aparatur dalam mengelola dan memanfaatkan Profil Desa secara 

optimal. 

Meskipun demikian, sejumlah penelitian juga menunjukkan masih 

adanya kesenjangan. Profil Desa seringkali hanya dianggap sebagai 

kewajiban administratif, bukan instrumen strategis (Aji et al., 2022; 

Machfiroh, 2019). Kurangnya kompetensi aparatur desa dalam analisis data 

menyebabkan informasi yang terkumpul tidak termanfaatkan dengan baik 

(Setiawan et al., 2024). Selain itu, lemahnya kelembagaan desa berdampak 

negatif pada kualitas perencanaan pembangunan, seperti pengelolaan dana 

desa yang tidak optimal serta rendahnya partisipasi masyarakat (Ghassani 

et al., 2022; Rahmat & Hermana, 2020). Hal ini memperlihatkan perlunya 

intervensi berupa pelatihan berbasis kolaborasi yang tidak hanya fokus pada 

keterampilan teknis, tetapi juga membangun pemahaman mengenai 

pentingnya data dalam pengambilan keputusan pembangunan. 

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa 

Weulun bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa melalui 

optimalisasi pengelolaan Profil Desa. Program ini secara khusus dirancang 

untuk meningkatkan dua jenis keterampilan utama dari mitra, yaitu soft 

skill dan hard skill. Penguatan soft skill difokuskan pada peningkatan 

kemampuan komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan 

masalah dalam proses pengumpulan serta validasi data desa. Sementara itu, 

pengembangan hard skill diarahkan pada keterampilan teknis aparatur 

dalam pengisian format Profil Desa, analisis data sosial-ekonomi, dan 

pemanfaatan hasilnya untuk mendukung perencanaan berbasis bukti. 

Melalui peningkatan kedua aspek tersebut, program ini diharapkan mampu 

mendorong pemanfaatan Profil Desa sebagai instrumen utama dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sekaligus memperkuat 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang transparan, 

akuntabel, dan berkelanjutan. 
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B. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan 

pendekatan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik langsung 

(Holivil et al., 2025). Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa 

Weulun, sebuah desa yang terletak di wilayah pedesaan Kabupaten Malaka, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa 

dengan dukungan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala 

urusan, kepala seksi, serta kepala dusun. Jumlah peserta yang terlibat 

dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang, terdiri dari aparatur desa, anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat dimaksudkan agar proses optimalisasi Profil Desa 

tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga inklusif dengan 

memasukkan perspektif warga sebagai penerima manfaat utama 

pembangunan desa. Artinya, egiatan pengabdian ini mencerminkan 

pendekatan kolaboratif antara akademisi dan komunitas lokal. 

Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap penting. Tahap pertama adalah 

persiapan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa 

Weulun untuk menentukan kebutuhan utama terkait pengelolaan Profil 

Desa. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan asesmen awal melalui 

wawancara singkat dan observasi terhadap kondisi dokumen Profil Desa 

yang sudah tersedia. Selain itu, tim juga menyiapkan materi pelatihan yang 

mencakup teori tentang tata kelola data, pemanfaatan Profil Desa dalam 

perencanaan pembangunan, serta modul praktis tentang teknik pendataan 

dan pengisian format. Persiapan logistik seperti perangkat laptop, proyektor, 

serta bahan ajar dalam bentuk cetak dan digital juga dilakukan untuk 

memastikan proses pelatihan berjalan lancar. 

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang mencakup sesi ceramah, 

diskusi, dan praktik Ceramah interaktif dilakukan untuk menjelaskan 

urgensi Profil Desa dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes). Selanjutnya, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk 

berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan 

data, seperti kurangnya konsistensi dalam pencatatan, keterbatasan akses 

teknologi, dan minimnya pemahaman analisis data. Pada bagian praktik, 

peserta dilatih mengisi format Profil Desa menggunakan data riil yang 

dimiliki, sekaligus melakukan simulasi bagaimana data tersebut dapat 

dianalisis dan digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan 

pembangunan desa. 

Tahap ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang dilakukan dengan 

dua cara, yaitu evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi jangka 

pendek dilakukan pada akhir kegiatan melalui post test dengan 10 

pertanyaan dan diskusi terbuka untuk mengetahui sejauh mana peserta 

memahami materi yang diberikan serta keterampilan baru yang diperoleh. 

Evaluasi jangka panjang dilakukan melalui monitoring dan komunikasi 
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berkala dengan Pemerintah Desa Weulun untuk menilai penerapan hasil 

pelatihan dalam praktik pengelolaan Profil Desa. Sebagai tindak lanjut, tim 

pengabdian menawarkan pendampingan tambahan berupa konsultasi 

daring dan kunjungan lapangan apabila diperlukan. Dengan mekanisme ini, 

program pengabdian diharapkan mampu menghasilkan dampak yang 

berkelanjutan dan memperkuat kelembagaan desa dalam jangka panjang. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dimulai dengan identifikasi kebutuhan mitra melalui 

wawancara singkat bersama Kepala Desa dan perangkat desa Weulun. Hasil 

identifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan Profil Desa masih bersifat 

administratif, hanya digunakan sebagai syarat administrasi, bukan 

instrumen perencanaan. Aparatur desa juga belum memahami pentingnya 

data valid dalam mendukung perencanaan pembangunan. Temuan ini 

menjadi dasar utama dalam merancang materi pelatihan yang relevan 

dengan kebutuhan mitra. 

Berdasarkan hasil asesmen, tim pengabdian menyusun modul pelatihan 

yang mencakup tiga aspek utama: pemahaman konseptual mengenai Profil 

Desa, keterampilan teknis pengisian format data, dan analisis sederhana 

untuk pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Modul ini 

disusun dengan bahasa sederhana, contoh konkret, dan disertai simulasi 

kasus dari desa Weulun agar lebih mudah dipahami oleh peserta. 

Selain modul pelatihan, persiapan juga mencakup penyediaan perangkat 

pendukung berupa laptop, proyektor, serta format Profil Desa dalam bentuk 

cetak dan digital. Hal ini bertujuan agar setiap peserta dapat belajar secara 

langsung melalui praktik. Ruang balai desa dipilih sebagai lokasi kegiatan 

karena representatif dan dekat dengan masyarakat. Semua perangkat diuji 

terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran teknis selama pelatihan. 

Koordinasi intensif dengan Kepala Desa dan perangkat dilakukan untuk 

menentukan jadwal kegiatan, peserta yang terlibat, serta teknis 

pelaksanaan. Disepakati bahwa pelatihan akan melibatkan 15 peserta, 

terdiri dari perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Koordinasi 

ini penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang 

sama dan dapat mendukung kegiatan secara optimal. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Sesi Pemberian Materi Konseptual 

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sesi ceramah interaktif tentang 

pentingnya Profil Desa sebagai instrumen pembangunan. Materi 

disampaikan dengan pendekatan sederhana, menekankan hubungan 

antara data desa dengan kebijakan pembangunan, seperti 

penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Peserta antusias dan banyak 

mengajukan pertanyaan seputar bagaimana data dapat digunakan 
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untuk memperjuangkan program pembangunan ke tingkat 

kabupaten, seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Penyampaian Materi Konseptual terkait Profil Desa 

 

Pada sesi kedua, tim memberikan penjelasan mengenai regulasi 

terbaru terkait pengelolaan data desa. Hal ini penting agar peserta 

memahami kewajiban hukum dalam memperbarui Profil Desa. 

Peserta menyadari bahwa data yang valid dapat menjadi dasar 

transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi 

penyalahgunaan anggaran desa. 

b. Sesi Praktik Pengisian Profil Desa 

Tahap kedua dari kegiatan pelatihan difokuskan pada praktik 

pengisian Profil Desa, yang diawali dengan diskusi kelompok. Peserta 

dibagi menjadi tiga kelompok kecil untuk mengidentifikasi kendala 

utama dalam pengelolaan data desa. Kelompok pertama menyoroti 

kendala teknis berupa rendahnya keterampilan komputer. Kelompok 

kedua menekankan keterbatasan sumber daya manusia yang 

mengakibatkan data jarang diperbarui. Sementara itu, kelompok 

ketiga mengangkat isu rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

proses pengumpulan data. 

Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan kembali dalam 

forum besar. Dari pemaparan tersebut, muncul sejumlah solusi, 

antara lain pentingnya pelatihan rutin untuk meningkatkan 

keterampilan aparatur, perlunya koordinasi yang lebih baik 

antarperangkat desa, serta penguatan mekanisme partisipasi 

masyarakat melalui forum musyawarah. Proses ini tidak hanya 

menghasilkan daftar solusi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran 

kolektif karena setiap peserta dapat menyimak pengalaman kelompok 

lain. 

Setelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung 

pengisian Profil Desa. Peserta dilatih untuk mengisi format data 

kependudukan, sosial, ekonomi, dan potensi desa dengan 

menggunakan data riil yang tersedia. Tim pengabdian mendampingi 

secara intensif, memberikan arahan teknis sekaligus umpan balik 

ketika peserta menghadapi kesulitan. Dengan cara ini, peserta dapat 
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memahami prosedur pengisian data secara lebih konkret dan aplikatif, 

seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Praktik Pengisian Data melalui Aplikasi 

 

Selama praktik berlangsung, ditemukan bahwa sebagian besar 

peserta baru pertama kali menggunakan format digital untuk 

pengelolaan data. Hal ini sempat menimbulkan kebingungan, 

terutama bagi peserta yang kurang terbiasa menggunakan komputer. 

Namun, melalui pendampingan yang berkesinambungan, mereka 

berhasil menyelesaikan pengisian data sederhana. Hasil akhir dari 

sesi ini menunjukkan peningkatan keterampilan sekaligus 

menumbuhkan rasa percaya diri aparatur desa dalam memanfaatkan 

teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan Profil Desa secara 

lebih efektif. 

c. Sesi Simulasi Pemanfaatan Data 

Langkah terakhir dalam pelaksanaan kegiatan adalah simulasi 

pemanfaatan Profil Desa. Pada tahap ini, peserta diajak untuk 

menganalisis data yang telah diisi sebelumnya dan menggunakannya 

untuk memetakan kebutuhan prioritas pembangunan desa. Misalnya, 

dari data kependudukan terungkap bahwa angka pengangguran usia 

produktif cukup tinggi, sehingga program pemberdayaan ekonomi dan 

pelatihan keterampilan menjadi agenda yang perlu diprioritaskan 

dalam rencana pembangunan. 

Melalui simulasi ini, peserta belajar bahwa Profil Desa bukan sekadar 

kumpulan angka, melainkan instrumen penting yang dapat 

mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-

based policy). Proses analisis bersama ini memperlihatkan bagaimana 

data dapat diubah menjadi informasi strategis untuk menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) maupun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara lebih 

terarah. 

Kegiatan ini sekaligus membuka wawasan aparatur desa mengenai 

nilai strategis data dalam tata kelola pembangunan. Mereka mulai 

menyadari bahwa pemanfaatan data yang baik dapat meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pembangunan. Dengan 

demikian, simulasi ini bukan hanya menjadi latihan teknis, 
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melainkan juga transformasi cara pandang aparatur desa terhadap 

pentingnya data dalam merancang kebijakan yang berdampak nyata 

bagi masyarakat. 

 

3. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mengukur 

efektivitas pelatihan pemanfaatan Profil Desa dan memastikan bahwa 

tujuan dari pelatihan tercapai. Evaluasi terdiri dari dua komponen utama, 

yaitu pre-test dan post-test, serta survei kepuasan peserta yang bertujuan 

untuk menilai kualitas dan keberhasilan pelatihan secara keseluruhan.Pada 

pre-test, peserta diuji untuk mengukur pengetahuan dasar mereka tentang 

pentingnya data desa, mulai dari pemahaman mengenai fungsi Profil Desa, 

cara pengisian data, hingga pemanfaatannya dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan.  

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih 

menganggap Profil Desa hanya sebagai kewajiban administratif, sehingga 

pemahamannya terkait fungsi strategis data masih terbatas. Setelah 

pelatihan, dilakukan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan dan 

keterampilan peserta. Post-test mencakup pertanyaan yang lebih mendalam, 

seperti kemampuan menganalisis data kependudukan, memetakan 

kebutuhan prioritas pembangunan, dan menggunakan Profil Desa sebagai 

dasar penyusunan program kerja. Hasil post-test menunjukkan peningkatan 

signifikan, terutama dalam kemampuan peserta mengaitkan data dengan 

perencanaan pembangunan yang lebih terarah, seperti terlihat pada Gambar 

3. 

 

 
Gambar 3. Persentase Pemahaman Peserta Sebelum  

dan Sesudah Pelatihan 

 

Gambar 3 di atas menggambarkan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan peserta secara signifikan dalam pemanfaatan profile desa. 

Indikator Pemahaman Dasar tentang Profil Desa mengalami peningkatan 

tertinggi sebesar 26% (dari 50% menjadi 80%), menunjukkan perubahan 
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paradigma peserta terhadap pentingnya Profil Desa sebagai instrumen 

perencanaan. Keterampilan teknis pengisian data meningkat 16% (60% 

menjadi 81%), meskipun peningkatannya relatif lebih rendah dibanding 

indikator lain sehingga masih memerlukan pendampingan lanjutan. Pada 

aspek analisis data, peserta menunjukkan lompatan dari 64% menjadi 90% 

(+16%), menandakan bahwa mereka cukup cepat memahami cara mengolah 

data menjadi informasi strategis. Sementara itu, indikator Pemanfaatan 

Data untuk Perencanaan Pembangunan mencatat capaian akhir tertinggi, 

yaitu 92% (dari 50%, +12%), yang mengindikasikan bahwa peserta mampu 

mengaitkan hasil pelatihan dengan praktik nyata dalam penyusunan 

program pembangunan desa. Secara umum, hasil ini membuktikan bahwa 

pelatihan berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa, baik dari sisi 

pemahaman konseptual, keterampilan teknis, hingga pemanfaatan data 

dalam perencanaan berbasis bukti. 

Selain tes pemahaman, ,survei kepuasan peserta dilakukan untuk 

menilai kualitas pelatihan secara keseluruhan, meliputi aspek materi, 

metode pengajaran, serta relevansi pelatihan dengan kebutuhan aparatur 

desa. Survei ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana kegiatan 

pengabdian masyarakat mampu menjawab permasalahan mitra sekaligus 

memberikan dasar untuk perbaikan di masa depan, seperti terlihat pada 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Hasil Evaluasi Pelatihan 
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relevansi pelatihan dengan kebutuhan, mayoritas peserta menyatakan puas 

dengan 55% sangat setuju dan 43,7% setuju, hanya 1,3% yang kurang setuju, 

menandakan bahwa materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata 

aparatur desa. Terakhir, pada aspek kepuasan penggunaan, hasilnya sangat 

positif dengan 66,6% peserta sangat setuju dan 33,4% setuju, tanpa ada 

penilaian negatif. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa 

pelatihan berhasil menjawab kebutuhan mitra dan mendapat apresiasi 

tinggi, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam metode penyampaian 

agar lebih adaptif terhadap berbagai gaya belajar peserta. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa 

melalui optimalisasi pengelolaan Profil Desa. Hasil evaluasi menunjukkan 

adanya peningkatan signifikan pada aspek soft skill maupun hard skill 

aparatur desa, di mana pemahaman dasar mengenai Profil Desa meningkat 

sebesar 26%, keterampilan teknis pengisian data naik 16%, kemampuan 

analisis data bertambah 16%, serta pemanfaatan data untuk perencanaan 

pembangunan meningkat 12%. Peningkatan ini menandakan bahwa 

pelatihan berhasil mengubah paradigma aparatur desa dari sekadar melihat 

Profil Desa sebagai kewajiban administratif menjadi instrumen strategis 

dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, survei kepuasan peserta 

memperlihatkan bahwa mayoritas menilai materi, metode, dan relevansi 

pelatihan sangat baik, dengan kepuasan penggunaan mencapai 66,6% 

responden menyatakan sangat setuju. 

Ke depan, disarankan agar kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan 

pendampingan berkelanjutan, baik melalui konsultasi daring maupun tatap 

muka, guna memperkuat konsistensi pengelolaan data desa. Selain itu, 

penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model digitalisasi 

Profil Desa berbasis teknologi informasi yang lebih adaptif, sehingga 

aparatur desa tidak hanya terampil dalam mengelola data, tetapi juga 

mampu mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan pembangunan 

desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. 
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